








































































































































































PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Majapahit Nomor 1, Kode Pos 98117 
Telepon (0981) 21980, Fax (0981) 21524 

Website : www.setda.biakkab.go.id 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 

 
NOMOR : 000.8.6.3/09/I/2026 

 

TENTANG 

 
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025 
 

Lampiran : 1 (satu) 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  

 
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah wajib menyusun 
Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja paling lambat 2 (dua) 

bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; 

  b. Bahwa guna meningkatkan kelancaran dan efektivitas 
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025, maka 

dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP); 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris 

Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak 

Numfor Tahun 2025. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Provinsi Otonomi Irian Barat Kabupaten-kabupaten Otonom di 

Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik 

Indonesia Nomor 2907); 

  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4842); 

  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 346); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

  9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviuw Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

  11. Peraturatn Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Feromasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Biak Numfor; 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2026 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2026 

Nomor 1); 

  16. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2026 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun 

Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 

2026 Nomor 2). 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : 
 

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor 
Tahun 2025, dengan komposisi keanggotaan sebagaimana 

tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

 



KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU : 

a. Menyiapkan data dan informasi; 

b. Menyusun rencana kerja dan proses yang akan dilakukan; 

c. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) dan Indikator Kinerja Utama 

Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor; 

d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 

dalam bentuk buku yang akan disampaikan kepada Bupati 

Biak Numfor; 

e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris 

Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Panitia 
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, harus berpedoman 

pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta 

wajib melaporkan hasil pelaksanaan tuganya kepada Sekretaris 

Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Biak Numfor pada Bagian Organisasi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2026. 

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

 

 
 

Ditetapkan di : Biak 
 

Pada tanggal  : 9 Januari 2026 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH 

 

 

 

 
 

ZACHARIAS L. MAILOA 

 
 

 
 
 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth : 
 

1. Bupati Biak Numfor; 

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

PARAF HIERARKI 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  

KABAG ORGANISASI  

KASUBBAG KINERJA DAN RB  



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN BIAK NUMFOR 

 NOMOR : 000.8.6.3/09/I/2026 
 TANGGAL : 9 JANUARI TAHUN 2026 

 
 

 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025 
 

 
NO 

 
NAMA   JABATAN DALAM KEDINASAN JABATAN DALAM TIM 

1.  ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M. Plt. SEKRETARIS DAERAH PENANGGUNG JAWAB 

2. ROSALINA KAPISA, S.Sos., M.M. KEPALA BAGIAN ORGANISASI KETUA 

 
3. 
 

MUSTAMRIN, S.STP., M.Si. 
KASUBBAG KINERJA DAN 
REFORMASI BIROKRASI 

SEKRETARIS 

4. ADAM ABUBAKAR, S.E. 
KASUBBAG PELAYANAN PUBLIK 

DAN TATALAKSANA 
ANGGOTA 

5. MELKISEDEK NAP, S.I.P.  
Plt. KASUBBAG KELEMBAGAAN 

DAN ANALIS JABATAN  
ANGGOTA 

6. GIDEON Y. APIEM, S.A.P. STAF ANGGOTA 

7. CARMEN, S.IP. STAF ANGGOTA 

8. JARIYAH STAF ANGGOTA 

9. YUNAN A. P. M. DAMANIK, S.Tr.I.P. STAF ANGGOTA 

10. MELINDA SUSANTI, A.Md. STAF ANGGOTA 

 

 
 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
 

 
 

 
 

ZACHARIAS L. MAILOA 

 
 

 

 

PARAF HIERARKI 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  

KABAG ORGANISASI  

KASUBBAG KINERJA DAN RB  





 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

  

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

N a m a : ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M. 

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

N a m a : MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA, S.H., M.M. 

Jabatan : BUPATI BIAK NUMFOR 

 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti  yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

  Biak, 10 Maret 2025 
 

 Pihak Kedua,    Pihak Pertama, 

 

 

 

Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M.    Zacharias L. Mailoa, S.T., M.M. 

 

 

 

 







PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Majapahit Nomor 1, Kode Pos 98117 
Telepon (0981) 21980, Fax (0981) 21524 

Website : www.setda.biakkab.go.id 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 

NOMOR : 000.8.6/19/I/2024 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 

TAHUN 2024-2026 

 
Menimbang  :   a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan  dalam pasal 

3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 
Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN Nomor : 
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam 
rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan 
pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator 
Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Biak Numfor. 

b.  bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu 
ditetapkan Keputusan mengenai penetapan 
Indikator Kinerja Utama (key perfomance indicators) 
Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan 
Keputusan Sekretaris Daerah; 

Mengingat   :   1.    TAP   MPR   Nomor   X1/MPR/1998   tentang 
 Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

http://www.setda.biakkab.go.id/


9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025; 

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah         
(SAKIP); 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/ 
11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 
Pemerintah 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor; 

16. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati 
Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor; 

17. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 58 Tahun 
2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan 
Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 94 Tahun 
2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat 
Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

18. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026. 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang 
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Sekretariat 
Daerah periode 2024-2026 sebagaimana terlampir; 

 
KEDUA : IKU Sekretariat Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan 

Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan; 



KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini 
dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi 
Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten 
Biak Numfor. 

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya 
RPD Kabupaten Biak Numfor dan masa berakhirnya Renstra 
Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

 
Ditetapkan di Biak 

Pada Tanggal 5 Januari 2024 
Plt. Sekretaris Daerah, 

 
 
 
 
 

Zacharias L. Mailoa 
 
 

 
Tembusan disampaikan kepada Yth: 

1. Bupati Biak Numfor; 

2. Inspektur Kab. Biak Numfor; 

3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor. 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 
NOMOR : 000.8.6/19/I/2024 
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 
PERIODE 2024-2026 

 
 
1. Tugas Pokok dan Fungsi: Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor 

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor 
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak 
Numfor, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 
a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; 
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah; 
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; 
d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; 
e. Penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembangunan dan administrasi umum. 

 
2. Indikator Kinerja Utama : 
 

No 
Sasaran / Hasil / 

Kinerja Utama 

Indikator Kinerja 

Utama 
Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan 

Penanggung 

Jawab 
Sumber Data 

1. Terwujudnya tata 
kelola 
pemerintahan 
yang bersih, 
akuntabel, dan 
melayani 

1. Indeks Reformasi 
Birokrasi 

Indeks RB yang dikeluarkan oleh 
KEMENPANRB Bagian Organisasi KEMENPANRB 

2. Nilai Kepatuhan 
Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik 

Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman 

Republik Indonesia 
Bagian Organisasi 

Ombudsman 
Republik 
Indonesia 

3. Nilai AKIP Nilai AKIP yang dikeluarkan Oleh 
KEMENPANRB 

Bagian Organisasi KEMENPANRB 






	Sumber : KEMENPANRB Tahun 2025
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